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INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

PENANGGUNG SUMBER

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINER]A PENJELASAN
JAWAR DATA

1 | TerwujudnyaProses a. Persentase perkara  yang Panitera | Laporan Bulanan

Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu Jumiah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dan
Transparan dan Jumlah Perkara yang diselesalkan x 100% Laporan Tahunan

Akuntabel

Catatan ;

¢ SEMA Nomer 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
7 Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan. _
_ o Surat Dirjen Badilum Nomar 486/DJU/HM.02 3/4,/2021
tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian
_ Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara _
s Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada 5[PP, |
= Jumlah perkara vang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada _
Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan,
o Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu
adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
» Jjumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara vang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
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menggunakan pendekatan

keadilan restarative

_n.| Persentase vmq.wmﬂv_m:m Tidak
Mengdjukan Upaya Hukum |
Banding

Iumiah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif
Perkara yang diajukan untuk restoratil

Catatan :

+» SK

Nomor
Pedoman

Badilum
tentang
Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan

Umum
Jumlah perkara yang diselesalkan dengan restorative

Dirjen
1691 /DJU/SK/PS.00/12/2020

adalah perkara pidana vang diselesaikan dengan
pendekatan restorative dalam  perkara  Narkotika
melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi
Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah
perkara narkotika yang diajukan  Penyelesaian
pendekatan R].

Jurstlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang

tidak mengajukan upayva hukum banding

« Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Panitera
dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Panitera
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i _mﬂ_m_‘m: Bulanan _
dan
Laporan Tahunan

Panitera

Mengajukan  Upaya Hukum
IKasasi

s Jumiah perkara vang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi _

s Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah _
perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan
pada Peradilan Tk Pertama dengan upaya hukum kasasi,
antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas
murni, perkara niaga, sengketa pemily, PHI dan
permohonan perkara perdata,

e. Persentase Perkara Pidana _ — .
Anak yang diselesaikan dengan ] _-_ n_...a-.-_qﬂhnr—!q!.r! berhash x 100% dan

'~ Laporan Tahunan

Panitera  Laporan Bulanan

diversi _
Catatan:
e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah
pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara
[ diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan |
diversi berhasil _ 7
|
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keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

. Peningkatan a. Persentase salinan ﬁ:Emms .
Efektifitas yang disampaikan ke para
Pengelolaan pihak tepat waktu

Penyelesaian Perkara

f. Index  persepsi  pencari |

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

e Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval
[KM index harus = 80

Jamlah Salinan Putesan yang i minutasi dan dikerim Tepat Wiktu

T Jumlah putusan besoevhon yongdi mmiosaiem 1 100%

e LUntuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para
pihak

e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan

¢ jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah
diputus/dikirimkan

¢ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021
tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara

o Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim
tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan
putusan kepada para pihak dengan ketentuan
penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana
pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak
sedangkan untuk perkara perdata pengadilan
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b. Persentase Perkara
diselesaikan melalui Mediasi

| 3 .Eminmrmaw_mbwmmm .m, Persentase Perkara

Peradilan bagi
Masyarakat Mislkin
dan Terpinggirkan
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Prodeo |

EME.«M&EE: Mm:nmm jangka waktu yang sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan van berlaku

Panitera

umlah Perkata yang diselesaikan melalul Medias berhaul

Julah Perkara yang diskakan Mediasi *100%

Catatan ; _

» PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di |
Pengadilan

s Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah
perkara vang dimediasi dan dinyvatakan mediasi berhasil
yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan
perdamalan). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan
vang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator
kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai
mediasi berhasil,

o Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara
perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun
berjalan _

Panitera
lumlah Perkira Prodea yang Diselesaikan % 100%

Jumliah Perkara yang dia) ukan secara Prodes

Catatam ;

*» PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masvarakat tidak mampu i
Pengadilan

» Defenisi prodeo sesual di PERMA Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah

Laporan Bulanan _

dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan
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s Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses
penyelesaian prodeo

b. Persentase  Perkara yang .
diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yg Diselesatkan diluar Gedung P in
Iml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x100% §!

Catatan :
' » PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di
Pengadilan
o Di luar gedung Pengadilan adalah perkara vang
diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zeting plaatz
_ | sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

¢ Persentase Pencari Keadilan _
Golongan Tertentu yang
mendapat  Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencar| Keadilan Golongan Tertentu yang
Men Layanan Bantuan Hukum x 100%

# PERMA No, 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di
Pengadilan

s Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok
orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak
memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang
memerlukan layanan hukum.

= Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan

[ . vang terdaftar pada register Posbakum

Panitera Laporan Bulanan |
dan _

| Laporan Tahunan

Panitera _ Laporan Bulanan

dan
Laporan Tahunan
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4 | Meningkatnya Persentase  Putusan  Perkara Panitera Laporan Bulanan
Kepatuhan Terhadap | Perdata yang ditindaklanjuti Jumlah eksekusi yang telah selesai difaksanakan : dan
Putusan Pengadilan [dieksekusi) Jumish permohonan oksekusl x 100% Laporan Tahunan

Catatan;

s Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah
jurnlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutahble
harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

» Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah
permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun
berjalan.

= BHT = Berkekuatan Hukum Tetap

» Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan
eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah
inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi

# Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjutl
(dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang
dan pengosongan.
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INDIKATOR

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG SMART TAHUN 2024

SPESIFIC

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

MEASURABLE

ACHIEVABLE

RELEVANT

TIME
BASED

| Terwujudnya Proses | Memaksimalkan Berdasarkan analisa Dengan adanva Memaksimalkan 1 Tahun
Peradilan yang pengelolaan R_M_%Hm_hwﬁ perkara wmmmﬁ: Ew_”_n Hm,.mawﬁ Daya
: : tahun lalu, , Pengadilan anusia yang
wﬁp ﬁﬁmwmﬁ Hﬂwﬁ ; mmwam.mm Pengadilan Negesi | Negeri Sibolga tersedia pada
an Akunta Presara s-ieRal Sibolga berusaha untuk Pengadilan Negeri |
sesuai dengan SOP, optimisTahun 2024 dapat efektif dan Sibolga dalam
dan menekan sisa dapat cfisien dalam pengelolaan
perkara pada tahun memaksimalkan pengelolaan perkara dan
berjalan pengelolaan perkara kepatuhan
dan menekan sisa penginputan SIPP
perkara
2. | Peningkatan Kepatuhan dalam ' Berdasarkan analisa Dengan adanya Memaksimalkan | I Tahun |
Efektifitas penginputan SIPP pengelolaan perkara anggaran tahun Sumber Daya
Pengelolaan tahun lalu, . 2024, Pengadilan Manusia yang
o — m.wnmmnmmu Negeri Negeri Sibolga tersedia nmnm. .
Y Sibolga berusaha untuk Pengadilan Negeri
Perkara optimisTahun 2024 dapat efektif dan Sibolga dalam
dapat efisien dalam pengelolaan
memaksimalkan pengelolaan perkara dan
pengelolaan perkara kepatuhan
dan menekan sisa penginputan SIPP
perkara
3. | Meningkatnya Memaksimalkan ' Berdasarkan analisa Adanya anggaran Pengoptimalan 1 Tahun
Akses Peradilan | pelayanan pengguna layanan posbakum | posbakum masyarakat pencari
bagi Masyarakat posbakum pada Pengadilan | pada pada DIPA 03, maka  keadilan yang
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' Miskin dan | Negeri Sibolga

Terpinggirkan _
. _
4. | Meningkatnya ' Kepatuhan mﬁm..nwnﬁ
Kepatuhan dalam
Terhadap Putusan | menindaklanjuti
Pengadilan Putusan BHT dan
permohonan
| eksekusi

| Pengadilan Negeri

Sibolga,

optimisTahun 2024

dapat

lebih ditingkatkan dalam hal
pemberian  jasa layanan
posbakum

_ layanan posbakum pada | menggunakan jasa

Pengadilan Negen
Sibolga

dapat terlaksana sesuai
dengan ketentuan

peraturan yang berlaku

' Berdasarkan analisa

pengelolaan perkara
tahun lalu
Pengadilan Negeri
Sibolga
optimisTahun 2024
dapat
memaksimalkan
pengelolaan
kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Pengoptimalan
anggaran tahun

2024

posbakum

Pengoptimalan
pengelolaan
kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGEKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER i
HINERJA UTAMA JAWAB DATA |
2 .._,ﬁ_.d.ﬁmﬁn.sm,m o Tnﬂmnﬂmmma _um”H.Wmn...w Jumlah Perkara yang diselesalkan tepat wakin
Peradilan yang yang diselesaikan tepat [emiak Pariire sang dislasaikan x 100%,
Pasti, Transparan waktu,
dan Akuntabel. Catatan :
*« SBEMA Nomor 2 Tahiun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara i Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding FPada 4 _
|[Empat] Lingkurigan Peradilan.
* Surat Dirjen Badilum Nemor 486/ Dju/HM.02,.3/4 /2021 Tangeal 28 Apni Laporan
2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Bulanan
Perkara. Panitera dan
« Perkara yvang disélesaikan tepat wakiu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tahunan
» Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara vang
diputus dean diminutasi pada tahun berjalan sesual SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan,
¢  Khusus untak perkara Tipiker penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua)
bulan sesual UL Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak
Pidana Korupsi,
* Jumlah perkara yong diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan. _
W_v Jumlah H.u_u_n_.umm.»ﬂ yang Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif i
Bmﬂmm_.p_.umrmﬂ Perkara vang diajuknn Gntuk restoratt X 100% WM%MMM“
Wmﬁ&mwm.am: keadilan it Panitera dat
estaratif. ; :
# SK  Dwektur Jenderal Badan Peradilan Urnum Nomor Laporan
1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Fenerapan Restoratil Tahunan

Jdustice di Lingkungan Peradilan Umum,
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* Jumlah perkara yang diselesaiakan dengan restoraktf adalah
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekaia restoratif
dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal
melalui rehabilitasi.
= Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara
narkotika vang diajukan Penyelesaian pendekatan R,
¢. Persentase ﬂﬁﬂ.ﬁﬂwﬂﬁ Jumilali Perkara vang lidak mengajukan upaya hukum banding " a
yang Tidak Jumlsh Perkara yang diselesaikan x100% L
Mengajukan Upaya mwﬂmwﬂ
Hukum Banding P - Panitera dan
» Jumlah perkara yang tidak mengajukan upava hukum banding adalah Laporan
Jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upava hukum Tahunan
banding.
» Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara vang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
d. mu_n_.mﬂﬁ..ﬁm-mﬁ _unlbmqm. lumlah Perkara yarg tidak mengajulan upaya liulm kasasi
vang Tidak Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi Catrtan : .
s Jumlah perkara yang tdak mengsjukan upava hukum kasast adalih Panitera
Jumlah pericara tahun berjalan ve tidalk diajukan upava hukum kasasi.
= Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara vang diputus dan
diminutas: di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upava
hukum kasasi, antara lain pada perkara pudans vang diputus bebas murni,
perkara maga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
e. Persentase perkara fumtah Perkara diverst yang dinyatakan berhasil x 1009,
anak yang fumiah Perkara diversi Laporan
diselesaikan dengan ) Bulanan
Diversi. Catatan’ Panitera dan
» Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di Laporan
tahun berjalan vang diajukan secara diversi dan dinyvatakan berhasil Tahunan

melalui penetapan diversi berhasil,
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* Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidavia anak yang diajukan
diversi.
»  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksannan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
[. Index persepsi pencari
keadilan yang puas Index Kepuasan Pencarl Keadilan
terhadap layanan Laporan
peradilan. Catatiti® _ Semestera
= PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penvusunan Survey Panitera n, Bulanan
Kepunsan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanen Publik, dan
= Milai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval [KM Index harus 2 Tahunan
80,
2 Pem ﬂ_.m_.hﬁﬁm.ﬂ_ a, Persentase salinan Jumlah Salinan Putusdn yang of minicasi dean dikicim Tepat Wakiu « 1009
Efektivitas putusan yang Jurmlah putusan keseluruban-yongdbainstasi/dikirim ;
W_n_._ma“o_mﬁb disampaikan ke para
cnyelesalan i
ihak tepat waktu,
Perkara. F P
Catatan : Laporan
s Untuk Pengadilan Tk Pertama disampeikan kepada para pihiak, Bulanan
+ SEMA Nomor | Tahun 201 | Tentang Penvampaian Salinan dan Petikan Panitera dan
Futusan. . . . — Laporan
+« Jumlah putusan adalah perkara minutasi vang sudah diputus/dikirimkan T

* Surat Dirjen Badilum Nomor 486/ Dju/ HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April
2021 Perihial Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

s Jumlah salinan putusan yang di minuiasi dan dikirim tepat walitu adalah
jumlah penyampaian salinan putisan kepada para pihak dengan ketentuan
penyampaian  yaitu untuk salinan  atas perkara pidana  pengadilan
berkewajiban mengirim kepads para pihak sedangkan uniuk perkara
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perdata  pengadilan menyediakan dengan jangka waktu vang sudah
ditentukan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

= Jumlah putusan adalah jumlah perkara vang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.

b. Persentase HunHWMC.m— Jumlah Perkara yang diselesaikan melalisi Mediasi berhasil x 100%
yvang diselesaikan Jumlah Perkara yang dilnkukan Mediasi ;
melalui mediasi, S

= PERMA Nomor | Tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan,

» Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara vang Panitera Laporan
dimediasi dan dinvatakan mediasi berhasil vang dibuktikan dengan akta Tahunan
perdamaian [putusan perdamaian). Mediasl vang tidak dapat dilaksanakan
vang telah dinvatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa
Perkara diangeap sebagal mediast berhasil

* Jumilah perkara yang dimedissi adalah jumlah perkara perdatn gugatan
vang mastk terdaftar pada tahun berjalan.

3. | Meningkatnya a. Persenlase perkara furinh Porkaca Prodeo yang Diselesalian «166%
Akses Peradilan prodeo yang fumlal Perkara yang dinjwkan secara Proden
bagi Masyarakat diselesaikan. Laporan
?___m_ﬂ._._ a.m_._._ Catatan Bulanan
Terpinggirkan, « PERMA Nemor | Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Lavanan Hukum Parnitera dan
Bagi Masyarakat tidak mampu cli Pengadilan Laporan
+ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor | Tahun 2014 tentang Pedoman Tahuran
Pemberian Lavanan Hukum Bagi Masvarokar tidak mampu di Pengadilan
adalah pembebasan liaya perkara
+  Perkara prodeo vang diselesaikan adalah proses penyvelesaian prodeo
b. Persentase —uﬁﬂWE._-m, lumlah Perkara v Diselesaikan diluor Gedung Pengadilan
yang ﬂ.—wmﬂmﬂmﬁ.ﬁnﬂﬁ _.:.; Perlkara vg dlajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan X 100%, .—...mﬂ.ﬂhmﬂ
diluar gedung Catatan : . Bulanan
pengadilan. * PERMA Nomor | Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Panitera dan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Laporan
» Diluer gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Tahunan

Pengadilan {zetting plaate, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
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c. Persentase pencari
keadilan WD_OH g2an Jumilzh Pencar] Keadilan Golongan Tertentu vang
tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuin Hukum ¥ 100%,
aﬂﬂ&.mﬂﬂ._n —m.uu n Jumlah permaohonan tayanan fukum ﬁ.mﬁ_ﬂ_ﬂ.mﬁ
bantuan hukum . Bulanan
(Posbakum). Catatan : Panitera dan
« PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum ; L y
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan aporan

s Golongan tertenty adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak Tahunan
mampn secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi
konsultasi hukum yvang memeriikan lavanan hukum

s Jumlah layanan hukum adalah jumliah pencari keadilan yoang lerdaliar padea
register Posbakum

Meningkatnya Persentase putusan o o g R
* % » LELELELLY @ usl yang telah selesal d .ﬂm__ "._
Kepatuhan Hu.m.u.r—nm-wm mun.n.umm._.m. yang Tumlahi permohonon eksekus x100%
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti
Pengadilan. (dieksekusi).

Catatan .

# Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanan Laporan
eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap scbagai pelaksanaan Bulanan
ekselusl, :

# Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang Panitera rﬂﬂ“ﬂmﬂ

diajukan mhak ditahun berjalan.
* BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Tahunan
+  Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat
dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak digjukan permohonan
eksekusi
» Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti [dieksckusi) adalah
permohonan  eksekust yang ditindaklanjuti dengan  sanmaning, sia
eksekus:, lelang dan pengosongan.




